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Research Puzzle

-

. Media memainkan peran yang krusial dalam menopang demokrasi melalui lima fungsi utama: menyampaikan
informasi, mengawasi kekuasaan, fasilitator perdebatan, forum pertukaran perspektif, menyajikan keragaman
representasi, serta mewadahi partisipasi publik.

2. Kebebasan media kerap terhambat oleh intervensi negara serta kepentingan elite ekonomi.

. Media juga menghadapi disrupsi teknologi yang mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi.

NN 7 AN

Bagaimana hubungan kekuasaan antara negara dan media massa di Indonesia terbentuk dan
berkembang dalam delapan dekade terakhir?

e Pola intervensi negara terhadap media massa

e Dominasi oligarki atau pemilik media dalam industri

e Transformasi teknologi

Partisan polyvalence yang dikembangkan oleh Duncan McCargo.




Orde Lama

Pertumbuhan Media Cetak, 1949-1965

LABES

Regulasi Kunci
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Pada permulaan kemerdekaan, media massa senantiasa lantang
menyuarakan perjuangan di tengah tekanan Belanda dan Jepang. Setelah
pengakuan kedaulatan, jumlah media cetak melonjak. Partai pun kian masif
mendirikan media massa, menjadikannya subjek dan objek politisasi
menjelang Pemilu 1955. Situasi ini kemudian memunculkan hidden type of
soft concentration. Memasuki era Demokrasi Terpimpin, kontrol negara atas
media massa semakin menguat. Pemerintah menentukan ideologi,
memberlakukan pengaturan izin terbit, melakukan pembredelan,
melanggengkan hegemoni negara melalui monopoli Antara dan TVR],
sampai mewajibkan afiliasi politik. Perkembangan teknologi cetak dan
penyiaran pun tidak luput dari eksploitasi negara.

KUHP

UU No. 23/1954

Staat van Oorlog en Beleg
Peraturan Peperti No. 10/1960

Dekrit Presiden No. 307/1962
Keppres No. 27/1963
Kepmen No. 29/1965

Memuat pasal-pasal haatzai artikelen.
Mencabut persbreidel ordonnantie.
Mengendalikan pers atas nama ketertiban umum.

Mewajibkan pers memperoleh izin terbit dari Penguasa
Keadaan Bahaya Daerah.
Nasionalisasi LKBN Antara, langsung di bawah presiden.

Menetapkan fungsi TVRI sebagai alat penyiaran resmi negara.

Mewajibkan pers untuk secara formal memiliki afiliasi dengan
partai politik, organisasi massa, atau Pancatunggal.

Pangsa Pasar Media Partai dan Independen Tahun 1950-an

11,56%

18,14%

B Komunis
A B [ndependen
Nasionalis

B Sosialis

Muslim

Sumber: Daniel Dhakidae, The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political
Economy of Indonesian News Industry (PhD diss., Cornell University, 1991); Database Peraturan BPK. 2



Lini Masa Orde Lama

17 Agustus 1945
Indonesia Merdeka

26 Februari 1946
KUHP

’27 Desember 1949
Belanda resmi
mengakui kedaulatan

1949-1962
DI/TlI

1946-1950

Republik Indonesia Serikat

PRRI/Permesta

Demokrasi Terpimpin

2 Agustus 1954

UU No. 23/1954 tentang
Pencabutan Persbreidel
Ordonnantie

»1955

Pemilu Pertama

1951-1955

1957-1961

5 Juli 19594

> Peristiwa Politik
> Represi terhadap Media

* Undang-Undang (UU)

Berlaku

Undang-Undang (UU) Darurat
* Penetapan Presiden (Penpres)

* Peraturan Pemerintah (PP)

Tidak Berlaku

* Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)

* Instruksi Presiden (Inpres)

7% Regulasi Lainnya

* Peraturan Menteri (Permen)

Keputusan Menteri (Kepmen)

Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan.
Adapun angka kasus pembredelan merupakan jumlah yang berhasil ditelusuri tim peneliti dari berbagai sumber,
namun belum tentu mencakup seluruh kejadian pada tahun tersebut. Informasi lengkap mengenai

nama media dan tanggal pemberedelan dapat dilihat pada tabel pemberedelan

1956-1960

14 Maret 1957
Staat van Oorlog en Beleg

1 Oktober 1958
Wajib SIT Daerah Jakarta Raya

27 Mei 1960

Peraturan Peperti No. 3/1960
tentang Pembatasan Terhadap
Pencetakan, Penerbitan.......
Mempergunakan Huruf Bukan
Huruf Latin Atau Huruf Arab
atau Huruf Daerah Indonesia

12 Oktober 1960

Peraturan Peperti No.10/1960
tentang ljin Terbit Terhadap
Penerbitan Surat Kabar

dan Majalah

30 September 1965
G30S/PKI

1957
Pembredelan 17 media

Januari 1958
Pembredelan 2 media

Februari 1958
Pembredelan 2 media

Maret 1958
Pembredelan 1 media

Mei 1958
Pembredelan 4 media

LABES

24 September 1962

Dekrit Presiden No. 307/1962;
Nasionalisasi LKBN Antara

21 Februari 1963

Keppres No. 27/1963 tentang
Penggunaan Televisi di Yayasan
Gelora Bung Karno

23 April 1963

Penpres No. 4/1963 tentang
Pengamanan Terhadap Barang-
Barang Cetakan yang Isinya Dapat
Mengganggu Ketertiban Umum

15 Mei 1963
Penpres No. 6/1963 tentang
Pembinaan Pers

4 Juni 1964

UU No. 5/1964 tentang Penetapan
Perppu No. 6/1963 tentang
Telekomunikasi Menjadi UU

25 Maret 1965

Kepmen No. 29/1965 tentang
Norma-Norma Dasar untuk
Badan Usaha Pers Dalam Rangka
Meningkatkan Pers Indonesia

1961-1965

Februari 1965
Pembredelan 18 media

Maret 1965
Pembredelan 10 media

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti. 3



Orde Baru

Pertumbuhan Media Cetak, 1965-1987
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> G30S/PKI

> Peristiwa Malari
P> Pemberlakuan SIC dan SIT

P> Pemberlakuan SIUPP

Era Orde Baru merupakan puncak krisis kebebasan pers di Indonesia. Ekosistem media massa
berada di bawah kontrol negara yang represif dan terpusat pada Departemen Penerangan.
Pemerintah memproduksi seperangkat regulasi untuk membatasi gerak pers. Hal ini dapat
dilihat dari penerapan Surat Izin Cetak (SIC), Surat Izin Terbit (SIT), dan Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP). Aturan ini kemudian digunakan sebagai legitimasi intervensi negara
dalam membungkam pers kritis melalui pembredelan.

Selain itu, Orde Baru juga menerapkan kebijakan depolitisasi media melalui penanaman
ideologi jurnalisme pembangunan dan pers Pancasila. Berdasarkan kerangka ini, media
difungsikan sebagai pendukung agenda negara. Lembaga dan organisasi juga menjadi
perpanjangan tangan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini,
kepemilikan media mulai terkonsentrasi pada empat kelompok besar. Lebih lanjut, dua
pemain baru lainnya juga mulai teridentifikasi. Internet mulai hadir tidak hanya sebagai
sebuah inovasi teknis, tetapi juga sebagai kekuatan politis.

LABES

Regulasi Kunci

o] R

Surat Izin Cetak oleh Laksus
Kopkamtib
UU No. 11/1966

PP No.5/1967

1.

Permenpen No. 2/1969
SK Menpen No. 47/1975

UU No. 21/1982

PP No. 1/1984

SK Menpen No. 1/1984
PP No. 20/1994

| Wy

Lisensi percetakan surat kabar yang dikeluarkan oleh Laksus
Kopkamtib.
Mempertahankan aturan mengenai kewajiban memiliki SIT.

Mengatur struktur Dewan Pers
mendampingi pemerintah.
Mewajibkan seluruh wartawan untuk menjadi anggota PWI.

dan perannya yang

Mengukuhkan PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi
resmi untuk wartawan dan perusahaan pers.

Mendefinisikan ulang pers dalam kerangka Orde Baru dengan
mengubah terminologi, serta memperkenalkan kontrol
melalui SIUPP.

Mengatur peran Dewan Pers dalam memberikan
pertimbangan terkait SIUPP dan pengawasan kode etik.
Membangun sebuah sistem kendali pers total melalui SIUPP.

Membuka kemungkinan penanaman modal asing di sektor
usaha media massa.

Imperium Media Massa pada Era Orde Baru

] e

Kompas Gramedia

Sinar Kasih

Media Indonesia/Surya Pesindo

Tempo-Grafiti/Jawa Pos

Jakob Oetama
H. G. Rorimpandey
Surya Paloh

Grafiti Press, Ciputra, Goenawan Mohamad

Sumber: Daniel Dhakidae, The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political
Economy of Indonesian News Industry (PhD diss., Cornell University, 1991); David T. Hill, Pers di 4
Masa Orde Baru (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011); Database Peraturan BPK.



Lini Masa Orde Baru

30 September 1965
G30S/PKI

11 Maret 1966
Supersemar

N/A
Wajib SIC oleh
Laksus Kopkamtib

25 April 1966

Keppres No. 85/1966
tentang Peraturan Dasar
LKBN Antara

5 Juli 1966
Tap MPRS No. XXXI1/1966
tentang Pembinaan Pers

12 Desember 1966

UU No. 11/1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pers

12 Maret 1967
Soeharto dilantik sebagai
Pejabat Presiden

UU No. 4/1967 tentang
Penambahan UU No. 11/1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

PP No. 5/1967 tentang Dewan Pers

Keputusan Dewan Pers No. 9/1968
tentang Kode Etik Jurnalistik

Soeharto dilantik
sebagai Presiden

Permenpen No. 1/1969 tentang
Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Perusahaan Pers

Permenpen No. 2/1969 tentang
Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Wartawan

Permenpen No. 3/1969 tentang
Lembaga Surat Idzin Terbit

dalam Masa Peralihan Bagi
Penerbitan Pers yang Bersifat Umum

PP No.19/1970 tentang Dewan Pers

3 Mei 1971

SK Menpen No. 54/1971
tentang Penyelenggaraan
Siaran Televisi di Indonesia

5 Juli 1971
Pemilu Legislatif 1971

11 Maret 1972

SK Menpen No. 22A/1972
tentang Persyaratan Badan
Hukum Bagi Perusahaan Pers

11 Maret 1972

SK Menpen No. 22B/1972 tentang
Peraturan Pers dan Wartawan
Asing di Indonesia

1 November 1972

SK Menpen No. 103A/1972
tentang Kerangka
Kebijaksanaan Pembinaan
Pers Departemen Penerangan

1 November 1972

SK Menpen No. 103B/1972
tentang Konsepsi Pelaksanaan
Kebijaksanaan Pembinaan Pers

15 Januari 1974
Peristiwa Malari

4 Desember 1974
Keputusan Dewan Pers No.
79/1974 tentang Pedoman
Pembinaan Idiil Pers

20 Mei 1975
SK Menpen No. 47/1975 tentang
Pengukuhan PWI dan SPS...

20 Mei 1975

SK Menpen No. 48/1975 tentang Pengukuhan

Kode Etik PWI dan Kode Etik SPS...

15 November 1975

Permenpen No. 1/1975 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Penerbitan Khusus

9 Juli 1976
Peluncuran Satelit Palapa

2 Mei 1977
Pemilu Legislatif 1977

1978
SK Menpen No. 184/1978 tentang
Pengukuhan Serikat Grafika Pers

1978

SK Menpen No. 24/1978 tentang Wajib Relai
Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita

oleh Radio Siaran Non-RRI

10 April 1979
Keppres No. 18/1979 tentang

Dewan Pembimbing LKBN "ANTARA"

30 Desember 1979
SK Menpen No. 203A/1979 tentang
Usaha Peningkatan Koran Masuk Desa

4 Mei 1982
Pemilu Legislatif 1982

* 20 September 1982
UU No. 21/1982, Perubahan Kedua

9 Januari 1984
PP No.1/1984 tentang Dewan Pers

12 September 1984
Kerusuhan Tanjung Priok

11 Desember 1984

SK Menpen No. 226/1984 tentang
Penyempurnaan Pasal-pasal
dalam SK Menpen No. 24/1978
tentang Wajib Relai Siaran RRI

23 Januari 1985
Keppres No. 5/1985 tentang
Hari Pers Nasional

23 April 1987
Pemilu Legislatif 1987

UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

19 Mei 1994

PP No. 20/1994 tentang
Pemilikan Saham dalam
Perusahaan yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing

29 Mei 1997
Pemilu Legislatif 1997

29 September 1997
UU No. 24/1997
tentang Penyiaran

12 Mei 1998
Tragedi Trisakti

13-15 Mei 1998
Kerusuhan Mei 1998

21 Mei 1998
Soeharto lengser

Pembredelan 43 media pasca-G30S/PKI

1971
Pembredelan Harian KAMI,
Duta Masyarakat

1974
Pembredelan 12 media

1978
Pembredelan Kompas, serta
beberapa surat kabar mahasiswa

> Peristiwa Politik

* Undang-Undang (UU)

Undang-Undang (UU) Darurat
> Represi terhadap Media * Penetapan Presiden (Penpres)

* Peraturan Pemerintah (PP)

* Peraturan Presiden (Perpres)

Keputusan Presiden (Keppres)

* Instruksi Presiden (Inpres)

* Peraturan Menteri (Permen)

Keputusan Menteri (Kepmen)

* Regulasi Lainnya

Berlaku

Tidak Berlaku

N/A

Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan.

Adapun angka kasus pembredelan merupakan jumlah yang berhasil ditelusuri tim peneliti dari berbagai sumber,

namun belum tentu mencakup seluruh kejadian pada tahun tersebut. Informasi lengkap mengenai
nama media dan tanggal pemberedelan dapat dilihat pada tabel pemberedelan.

1983
Pembredelan Jurnal Ekuin,
Expo, Tempo

1984-1990
Pembredelan 5 media

1994
Pembredelan Tempo,
DeTik, Editor

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti. 5



Reformasi-Pascareformasi

Pertumbuhan Media Cetak, 1997-2010
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Lanskap media Pascareformasi bergerak dari dominasi politik menuju dominasi
kapital. Era ini ditandai dengan pergeseran radikal melalui deregulasi yang membuka
ruang kebebasan pers. Kebijakan seperti penghapusan SIUPP, pembubaran
Departemen Penerangan, pembentukan lembaga independen sebagai regulator
media, mengakhiri monopoli negara. Meski demikian, teknologi digital membuat
dinamika ini semakin rumit. Konvergensi dan ekspansi industri media melalui
merger dan akuisisi mendorong persaingan ketat yang sulit dihadapi oleh media
kecil. Akibatnya, media berguguran sementara kepemilikan terkonsentrasi pada
segelintir korporasi. Konsentrasi media ini juga diperburuk oleh afiliasi politik
pemilik.

Di saat bersamaan, kontrol negara tidak benar-benar hilang. Di satu sisi, regulasi yang
berlaku pada dasarnya menjamin kebebasan pers. Namun, tumpang tindih regulasi
dan pemelintiran pasal kerap terjadi yang berujung pada represi terhadap jurnalis.

LABES

Regulasi Kunci

o] |

1.

b

It

Industri Media Pemilik Media Relasi Politik

UU No. 40/1999

UU No. 32/2002
UU No. 14/2008
UU No. 11/2020

RUU Polri dan RUU Penyiaran

Menjamin kebebasan pers, melindungi jurnalis dari sensor dan
pembredelan, menetapkan peran pers sebagai penyedia informasi
dan pengawas kekuasaan, serta membentuk Dewan Pers untuk

menjaga kemerdekaan dan profesionalisme pers.

Mengatur ekosistem penyiaran, melegitimasi pembentukan KPI,
pengaturan isi siaran, serta penataan kepemilikan.

Mengatur hak setiap warga negara, tak terkecuali jurnalis, untuk
memperoleh informasi dari badan publik.

Mengatur ketenagakerjaan pers serta pelarangan penyebaran
informasi yang mengandung muatan tertentu.

Masih dalam proses, namun memuat pasal-pasal kontroversial.

Relasi Politik Pemilik Media

Hingga 2011 Media Group Surya Paloh Partai Golkar
2011-saat ini Media Group Surya Paloh Partai NasDem
2011-2014 Jawa Pos Dahlan Iskan Menteri BUMN
2010-2014 Trans Corp Chairul Tanjung Komite Ekonomi Nasional
2011-2013 Global Media Com Hary Tanoesoedibjo Partai NasDem
2013-2014 Global Media Com Hary Tanoesoedibjo Partai Hanura
2014-saat ini Global Media Com Hary Tanoesoedibjo Partai Perindo
Hingga 2018 Viva Group Abu Rizal Bakrie Partai Golkar
2019-saat ini Mahaka X Erick Thohir Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf

Menteri BUMN

Sumber: Yanuar Nugroho dkk, Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Jakarta:
Centre for Innovation Policy & Governance, 2012); Ross Tapsell, Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, 6
Warga, dan Revolusi Digital (Jakarta: Marjin Kiri, 2017); Database Peraturan BPK.



Pemetaan
Konglomerasi
Media

- Tribun Batam

« Tribun Lampung
- Tribun Jabar

« Tribun Bali

- Tribun Timur

- Tribun Sumsel

- Tribun Manado

« Tribun Medan

- Tribun Jambi

- Tribun Jogja

- Tribun Jakarta

- Tribun Medan

+ Tribun Jabar

« Tribun Lampung

Cetak

« Tribun Jateng

- Tribun Pontianak
- Tribun Kaltim

« Tribun Pekanbaru
« Kompas

- Kontan

- Warta Kota

- Otomotif

- Intisari

- Tabloid Kontan

Digital

- Tribun Pontianak
- Kompas ID

- Kompas Com

- Tribunnews.com

- Bangka Pos

- Serambi Indonesia
- Sriwijaya Pos

- Harian Surya

- Bangka Pos

+ Pos Kupang

- Pos Belitung

- National Geo Indonesia

- Warta Kota
- Gridoto.com
- Serambi Indonesia

Radio Digital
- Most 105.8 Radio - Republika Co ID
- Hot FM 93.2 - Republika ID
- KIS FM 951 - Retizen
- Noice
- Mustang FM 88.0
- Gen FM 987 Televisi
- Gen FM 1031 .
. Jak EM 101 - Republika TV

- Beautynesia

- Female Daily

- Hai Bunda Com
- Insertlive

- Berita Kota

- Klik Papua

- Jambi Satu ID

- Media Kaltim

- Radar Bontang

- Media Kaltimtara
- Riau Aktual

- Mondes

- Haba Teras

- Berita Bali Com

- Berau Terkini

- Ini Sumedang

- Kata Foto

- Kabar Nusa Com
- Halloriau Com

- Malukuterkini Com
- Kanal Kalimantan

Digital

+ Nusantara Terkini

- Nusakata Com

- Kabar Malang Com
- Indigo News

- Bisnis Cirebon

- Era Nasional

- Radar Satu

- Selayar News

- Warta Tasik

- Global Kota Sulsel

- Tangsel Xpress

- Sukaharjo News

- Berita Sidrap

- Kabar Sinjai

- Tasikzone Com

- Balipuspanews Com
- Kaltim Today

- Berita Satu

- Investor ID

- Jakarta Globe ID
- Lintas Gayo

- About Semarang
- Arah Pantura

- Suara Pontianak
- Suara Kalbar

- Gema Pos

- Gema Sulawesi

- Jabar Online

- Berita Bersatu

Cetak

+ Intipseleb.com
- 100kpj.com

- Lampungpost.co
- Mediaindonesia.com
- Suma.id

- Surya.co.d - Ini Jabar - Medan Bisnis Daily - Investor Daily
- Tribun Pekanbaru - Grid ID - Banjarmasin Pos - Warta Banjar - Suara Jatim Post Com - Majalah Investor
- Tribun Jogja - Intisari - Sriwijaya Post - Cakaplah - Popularitas
- Tribun Jambi - Bobo - Bangka Pos - Mediasulesel Com - Waspada
- Tribun Manado - Cewek Banget - Pos Belitung « Porostimur Com - Dayak News ..
- Tribun Jateng - Nova - Pos Kupang - Berita Sulsel - Totabuan News Televisi
« Tribun Timur - Bola Sport - Pressrelease.id - Kabar Papua - Saibumi - BTV
- Tribun Sumsel - Otomotif mahaka ) [BERITA BT - Jambi Link - Pasfic Pos Com - IDTV
+ Tribun Kaltim - Grid Voice - Malang Voice - |d Post
- Sergap - Bisnis Today
14 6 - Siar Kota - Nusantara Pos
Radio i & 2
Televisi O T globalmediacom
- Kalimaya Bhaskara - Smart FM - Kompas TV
- Motion Radio - Ria FM - KTV (Televisi Kota Kita)
- DB908 Cirebon - Raka FM TRANSCORP
: ggggapﬁlg&ork - Serambi FM Digital Televisi Radio
. Prima FM - iNews ID - MNCTV - MNC Trijaya
- Okezone - GTV - Global Radio
- Sindo News - RCTI - V Radio 106.6 FM
- IDX Chanel Com - iNews Nasional - Radio Dangdut 971
- iNews Lokal
- SindoNews TV
- IDX Chanel
|
Televisi Televisi Televisi Radio . et
. Trans TV Digital Televisi
. Trans 7 - TV One - Metro TV . Medja Group . Liputan 6 . SCTV
. CNN Indonesia + ANTV * Magna Chanel Radio Network - Manis dan Sedap - Indosiar
- CNBC Indonesia * Business News (BN) TV * SAl Radio - Kapan Lagi Com - Moji
. * Metro Globe Network - Merdeka Com - Mentari TV
Digital Digital - Bola Net
Detik C - Antvklik.com : (E));eam((::o d
- Detik Com . Vi i . . - Otosia Com
- CNN Indonesia . }r/\ll\éaﬁcec;gjws'com Cetak Digital - Bola Com
+ CNBC Indonesia . Vlix.id . Media Indonesia . Metrotvnews - Fimela
- CXO Media - Jagodangdut.com - Lampung Pos - Medcom.id + Brilio Net

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti.
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Lini Masa Reformasi-Pascareformasi

16 November 2005

PP No. 49, 50, 51, 52/2005 tentang Pedoman Kegiatan
Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Swasta,
Komunitas, dan Berlangganan

22 Februari 2006
Permen Kominfo No. 11/2006 tentang
Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

31 Maret 2008

UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

30 April 2008
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

14 November 2008
UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

5 Juni 1998

Permenpen No. 1/1998 tentang
Ketentuan-Ketentuan Surat Izin
Usaha Penerbitan Pers

7 Desember 1999
Keppres No. 153/1999
tentang Badan Informasi
dan Komunikasi Nasional

8 September 2000

7 Juni 1999 *
. S 4 UU No. 36/1999 tent
Pemilu Legislatif 1999 TeIekZmu/nikasi entang

28 Desember 2002
UU No. 32/2002
tentang Penyiaran

5 April 2004
Pemilu Legislatif 2004

5 Juli 2004
Pilpres Langsung Pertama,
Putaran Pertama

20 September 2004
Pilpres Langsung Pertama,
Putaran Kedua

1998-2004

23 September 1999
UU No. 39/1999 tentang
Hak Asasi Manusia

23 September 1999
UU No. 40/1999 tentang Pers

26 Oktober 1999

Keppres No. 355/M/1999
tentang Pembentukan Kabinet
Periode Tahun 1999-2004

9 April 2009
Pemilu Legislatif 2009

8 Juli 2009
Pilpres 2009

1993 2001 2006

Tempo kembali Trans TV 54 kasus kekerasan terhadap jurnalis

1998 2001 2006

Detikcom Koran Tempo Okezone

2001 2006

1999 Asosiasi Televisi Lokal Indonesia TV7 diakuisisi Chairul Tanjung,

SCTV, Hary Tanoe 2002 menjadi Trans 7
memegang saham mayoritas e

Lativi 2007

2000 2002 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Hary Tanoe menjual saham 2008

2000 SCTV dan membeli RCTI 58 kasus kekerasan terhadap jurnalis

V7 2004 2008

2001 Integrasi Mahaka Media Viva News

Metro TV 2004 2008

VIVA Lativi menjadi TV One

2009

38 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2010

51 kasus kekerasan terhadap jurnalis

10 Juli 2015

Permenkumham 14/2015 & Permenkominfo 26/2015
tentang .. Pelanggaran Hak Cipta dan/atau

* 21 April 2010
UU 11/2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
7 November 2011
UU No. 17/201 tentang Intelijen Negara
10 Mei 2012
UU No. 7/2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial
11 Juli 2012
Pilkada DKI Jakarta, Putaran Pertama
20 September 2012
Pilkada DKI Jakarta, Putaran Kedua
15 Oktober 2012
PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

17 Juli 2014
Permen Kominfo No. 19/2014 tentang

9 April 2014
Pemilu Legislatif 2014

< - 9. Juli 2014
Pilpres 2014

2005-2014

4 > 20m
45 kasus kekerasan terhadap jurnalis

20M
Kompas TV

201
VIVA melantai di bursa

201
Detikcom diakuisisi Chairul Tanjung

4 > 2012

56 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2013
40 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2014
40 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2014
Trans Media x CNN

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Hak Terkait dalam Sistem Elektronik
25 November 2016

Revisi Pertama UU ITE

1 Desember 2016

Permenkominfo 20/2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi

dalam Sistem Elektronik

17 April 2019
Pilpres, Pemilu Legislatif Serentak
29 Maret 2019

Keppres No. 9/2019 tentang

Hari Penyiaran Nasional

10 Oktober 2019

PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

20 Oktober 2020

Demo UU Cipta Kerja

2 November 2020

UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
17 Oktober 2022

UU 27/2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi
2 Januari 2024

Revisi Kedua UU ITE

2015
42 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2016
81 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2016

Trans Media x CNBC

2017

65 kasus kekerasan terhadap jurnalis
2018

63 kasus kekerasan terhadap jurnalis
2019

57 kasus kekerasan terhadap jurnalis
2019

Business News TV

2020

84 kasus kekerasan terhadap jurnalis
2020

Magna Channel

> Peristiwa Politik

* Undang-Undang (UU) 7/'? Peraturan Pemerintah (PP)

> Represi terhadap Media Undang-Undang (UU) Darurat * Peraturan Presiden (Perpres)

Dinamika Media 7,’\*7 Penetapan Presiden (Penpres) Keputusan Presiden (Keppres)

* Instruksi Presiden (Inpres)
* Peraturan Menteri (Permen)

Keputusan Menteri (Kepmen)

Berlaku

Tidak Berlaku

* Regulasi Lainnya

Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan.

2015-2025

LAB/4S
14 Februari 2024

Pilpres, Pemilu Legislatif Serentak
21 Maret 2024

Putusan MK No. 78/
PUU-XXI/2023 tentang
Pengujian UU No.1Tahun 1946

20 Agustus 2024

Perpres 32/2024 tentang Tanggung Jawab
Perusahaan Platform Digital untuk
Mendukung Jurnalisme Berkualitas

22 Agustus 2024

Peringatan Darurat, Demo RUU Pilkada
27 November 2024

Pilkada Serentak

25 Januari 2025

Peraturan Dewan Pers No. 1/2025 tentang
Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan
dalam Karya Jurnalistik

21 Februari 2025

Demo #IndonesiaGelap

10 Maret 2025

Perpol No. 3/2025 tentang

Pengawasan Fungsional Kepolisian
Terhadap Orang Asing

2 Januari 2026

KUHP 2023

Dalam proses

RUU Kepolisian, RUU Penyiaran

<> 2021

41 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2021
MG Radio Network

2021
Metro Globe Network

<> 2022

61 kasus kekerasan terhadap jurnalis

4 20

87 kasus kekerasan terhadap jurnalis
<> 2024

71 kasus kekerasan terhadap jurnalis

2024
NET TV menjadi MDTV

4 > 2025

41 kasus kekerasan terhadap jurnalis

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti. 8



LAB/SIE
Disrupsi Teknologi dan Kegagapan Regulasi

Pemanfaatan Al yang Akan Menjadi Penting di Tahun 2025 Regulasi Kunci

mSangat penting  ®Cukup penting Tidak tahu  mTidak/tidak terlalu penting .
Regulasi Keterangan
Otomatisasi back-end 1. UUNo.11/2008 Mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dua pasal
(misalnya tagging/transkripsi/ H HE 2 ini berpotensi menjerat jurnalis.
penyuntingan)

2. PPNo.71/2019 Memuat ketentuan umum tentang tata kelola sistem dan transaksi

Distribusi dan rekomendasi elektronik oleh sektor publik maupun privat, termasuk kewajiban
(Tisalnya perso?_?lli(saﬁ)i 41 39 3 pendaftaran PSE, perlindungan data pribadi, dan keamanan sistem
ome page, notitikasl . . . . P
pag 3. Permenkominfo No.5/2020 Mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk mendaftarkan diri.

Pembuatan konten dengan

! 4. UU No. 27/2022 Menjamin perlindungan data pribadi termasuk jurnalis, tetapi juga rawan
pengawasan manusia 30 47 5 o1 Y X R
(misalnya ringkasan, disalahgunakan untuk menuntut jurnalis.
judul, grafis, video) 5.  Perpres No.32/2024 Mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk tidak
menyebarkan berita yang melanggar UU Pers, memprioritaskan dan
Penggunaan komersial 15 memperlakukan adil perusahaan pers, menyelenggarakan pelatihan,
merancang algoritma yang sesuai nilai demokrasi, serta menjalin kerja
pengembangan produk ..
Hubungan Antara Kemampuan Membaca untuk Membedakan Fakta dan Opini

sama dengan perusahaan pers.
Pengumpulan berita dengan Indeks Pengetahuan Strategi Membaca dalam Menilai Kredibilitas Sumber
cerita/analisis data) Kemampuan membaca di atas rata-rata dan pengetahuan strategi

efektif untuk menilai kualitas dan kredibilitas sumber di atas rata-rata
(dalam %) F Amefika Serik:;stra“a Im;gris

] Turki Selandia Baru| Singapura ¢:
Media massa di Indonesia juga terekam mulai memanfaatkan Al untuk menunjang l;’ 60 M "g::::‘f” Nb | [gBsna
kerja-kerja jurnalistik. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa proses g mell “e'| i”*’Ess'jv";;f S| Fros
pengembangan Al di ruang redaksi tetap membutuhkan pengawasan yang ketat guna | ceots omcoiam sk Mo+ | Siovepi] & /_a/mn'andi;e N
mencegah terjadinya misinformasi, terutama di negara dengan tingkat literasi rendah 25 R 4 M I o
seperti Indonesia. Selain itu, tingkat keterbukaan terhadap teknologi Al masyarakat ;§§ B i Srunel Detussaam - Mgia g 132 'L;Ma“;-vun'ani
Indonesia juga cukup tinggi. Kondisi yang tidak disertai dengan kemampuan kritis 2% hajnd I i pol e
untuk memilah informasi ini berpotensi memperbesar risiko penyebaran 5 T et .<“°“i’§.’li;?:'=”“s *iepesteere
misinformasi dalam jangka panjang. 20 L ol P -

§ — Vicritenegro ® panama S
Ketimpangan relasi antara media dan platform digital juga belum diatur secara adil, | Qe e ,\ oSeia g
ditambah lemahnya regulasi negara dan kerentanan posisi media dalam hal T :
pendanaan serta verifikasi, menunjukkan bahwa arah perkembangan ini masih lebih | STeKtif untuk menilai kualitas dan kredibilitas sumber di bawah rata.rata &
berpihak pada kepentingan ekonomi dan korporasi ketimbang kepentingan publik. 100 -090 080 070 -060 -050 -040 -030 -020 -0J0 -000 -0 -020 -030 -040 -030 -040 g

Indeks pengetahuan strategi membaca untuk menilai kredibilitas sumber

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti.




World Press Freedom Index

Tren Kebebasan Pers Indonesia oleh Reporters Without Borders, 2013-2025
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Menurut Reporters Without Borders, posisi Indonesia selama lebih dari satu dekade tidak
pernah masuk kategori memuaskan. Dalam empat tahun terakhir, tren skor Indonesia justru
semakin memburuk dan mencapai titik terendah pada tahun 2025. Skor Indonesia hanya
44,13, lebih rendah dari rata-rata global. Indonesia menempati peringkat ke-127 dari 180
negara. Pada tahun 2002, Indonesia sempat berada di posisi 57. Sejak saat itu, Indonesia tidak
pernah lagi menempati posisi lebih baik dari peringkat 100 ke atas.

Saat ini, Indonesia paling lemah dalam aspek Keamanan, Ekonomi, Politik, dan Sosial dengan
selisih yang cukup besar dibandingkan rerata global. Buruknya skor Keamanan Indonesia
disebabkan oleh tingginya risiko yang dihadapi jurnalis, yang rentan mengalami intimidasi,
kekerasan fisik, penahanan, hingga serangan digital. Pada aspek Ekonomi, pangsa pasar
media massa di Indonesia didominasi segelintir konglomerasi, sehingga persaingan semakin
tidak setara. Sementara dimensi politik menunjukkan kompleksitas paralelisme politik dalam
lanskap media massa di Indonesia. Selain itu, aspek sosial menyoroti dinamika keberagaman
di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Sumber: Reporters Without Borders, “Press Freedom Index.” 1 O



LAB/#S
Varieties of Democracy

Tren Skor V-Dem Indonesia Indikator Media, 1945-2024

= Sensor Pemerintah terhadap Media Perspektif Media Cetak/Penyiaran Media Cetak/Penyiaran Kritis Upaya Sensor Internet
Kekerasan terhadap Jurnalis Swasensor Media = Bijas Media Korupsi oleh Media
4
Orde Lama Orde Baru Reformasi Pasca-Pemilu 2004
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Masa Orde Lama dimulai dengan kondisi stabil, yang kemudian mulai bergejolak di bawah payung Demokrasi Terpimpin. Orde Baru, sebagai titik kulminasi krisis demokrasi
Indonesia, menunjukkan efektivitas kontrol ketat terhadap media yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Di era Reformasi, skor Indonesia di semua indikator melonjak signifikan.
Akan tetapi, tren 15 tahun terakhir mengalami pasang surut, terutama menjelang atau selama periode pemilihan umum. Kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi bayang-

bayang. Di sisi lain, isu kepemilikan oleh segelintir elite turut mempersempit representasi kepentingan publik.
Sumber: “Country Graph - V-Dem,” V-Dem. 1 1



Proyeksi ke Depan

Keberagaman Media

]
Semi Terkonsolidasi

(Otoritas Represif +
Keberagaman Tinggi)

Intervensi

A

|
Konsolidasi
Demokrasi

(Otoritas Progresif +
Keberagaman Tinggi)

Keterlibatan

Represif

v
Regresi Demokrasi

(Otoritas Represif +
Konsentrasi Tinggi)

\J

Progresif

Semi Terkonsolidasi

(Otoritas Progresif +
Konsentrasi Tinggi)

Konsentrasi Media

LABES

* Konsentrasi kepemilikan
+ Afiliasi politik pemilik

Kepemilikan Media ] . . .
* V-Dem (Bias media, Swasensor media, Media

cetak/penyiaran kritis, Perspektif media cetak/penyiaran)

* Kebijakan progresif atau represif

Keterlibatan Negara | « V-Dem (Sensor pemerintah terhadap media, Kekerasan

terhadap jurnalis)

Pembabakan penilaian dan proyeksi dimulai dari Orde
Lama, Orde Baru, 1998-2004, 2005-2025, proyeksi
2035, lalu proyeksi 2045. Penilaian masing-masing
periode menggunakan rerata skor indikator.

Rentang waktu penilaian tahun 1998-2004 serta 2005-
2025 diambil dengan pertimbangan memberi jeda pada
periode transisi politik. Selain itu, menurut Tapsell, tahun
2004 merupakan momentum penetrasi digital yang
mulai merambah ekosistem media secara signifikan;
beriringan dengan transisi kekuasaan, media sosial mulai
mengemuka, dan meluasnya ekspansi industri media.

12



Proyeksi 2045

Kajian ini melakukan penilaian terhadap kondisi di setiap
rezim pemerintahan sebagai basis proyeksi. Titik A
menggambarkan posisi Indonesia di era Orde Lama dengan
kecenderungan intervensi represif, serta tingkat
konsentrasi media yang cukup moderat. Titik B
mencerminkan masa Orde Baru yang menunjukkan tingkat
intervensi represif yang tinggi dan kepemilikan media yang
terkonsentrasi. Titik C adalah masa reformasi dengan
situasi ideal, baik dari aspek Kketerlibatan dan aspek
keberagaman yang menunjukkan kondisi positif. Titik D
merupakan situasi Pascareformasi hingga saat ini. Periode
yang ditandai dengan berkurangnya keterlibatan progresif
dari regulator media dan kepemilikan media menjadi
semakin terkonsentrasi.

Studi ini memetakan tiga skenario ke depan yang dapat
terjadi dengan membagi periode waktu pada 2035 dan
2045. Skenario terbaik (kode B) ditandai dengan perbaikan
dari setiap aspek. Sementara skenario moderat (kode M)
mencerminkan situasi status quo atau hanya ada perbaikan
yang tidak cukup signifikan di salah satu aspek. Studi ini
tidak mengesampingkan skenario terburuk (kode W),
karena tidak menutup kemungkinan media semakin
ditekan oleh kebijakan represif dan kian terkonsentrasi
secara kepemilikan.

Intervensi
Represif

Keberagaman Media

Konsentrasi Media

EX(E =

Keterlibatan
Progresif
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=
Rekomendasi

Revisi regulasi bermasalah.

Pembatasan kepemilikan media oleh tokoh politik dan pejabat pemerintah.

Penguatan kelembagaan, hukum, dan anggaran bagi Dewan Pers serta KPL.

Adopsi ko-regulasi untuk merumuskan kebijakan.

Afirmasi sumber daya untuk media lokal dan komunitas.

Penguatan kapasitas jurnalis dan peningkatan literasi publik.

Peta jalan perbaikan ekosistem media massa.

14
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